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ABSTRACT

LOCALY GENERATED REVENUE AND ECONOMIC GROWTH AT THE
SUMATERA ISLAND IN INDONESIA PERIODE 2012-2017

By

I smaya Inton Dwingga

This study aims to explain the effect of localy generated revenue (PAD) and Economic
growth (EG) at the Sumatera Island. This study used a model based on Economic Growth
model Levine and Renelt (1992). This study used secondary data that taken from the website
of the Badan Pusat Statistik (BPS), and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
to researched year period 2012-2017. This study used panel data model with cross Sectional
number of 10 (ten) at the Sumatera Island. This study used a model with the approach of
Random Effect Model (REM). The result showed Localy Generated Revenue (PAD),
Domestic Invesment (PMDN), Initial Growth (EG..;), government Expenditure (GE), and
Labor (L) have positive and significant effect on economic growth (EG) in 10 (ten) provinces
at the Sumatera Island period 2012-2017, ceteris paraibus.

Keywords: domestic invesment, government expenditure, initial growth, labor, locay
generated revenue, panel data, and random effect model.



ABSTRAK

PENDAPATAN ASL|I DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU
SUMATERA DI INDONESIA PERIODE 2012-2017

Oleh
I smaya Inton Dwingga

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Adli Daerah dan
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan model berdasarkan
model pertumbuhan ekonomi Levine dan Renelt (1992). Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan periode penelitian yaitu 2012-2017. Penelitian ini
menggunakan model data panel dengan jumlah lintas individu (Cross Section) sebesar 10
(sepuluh) provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model dengan pendekatan
Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Penanaman Modal Daam Negeri (PMDN), Initial Growth (EG.), Pengeluaran
Pemerintah (GE) dan Tenaga Kerja (L) secara masing-masing berpengaruh dan signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EG) di 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode
2012-2017, Ceteris Paribus.

Kata kunci: data panel, initial growth, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam
negeri, pengeluaran pemerintah, random effect model. dan tenaga kerja.
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1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam
jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestas dari perkembangan
suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke
periode lainnya kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat
yang disebabkan oleh faktor-faktor produks yang selalu mengalami pertambahan
dalam jumlah dan kualitasnya. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan
dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa
yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu
dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami
kemunduran Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klask menyatakan pertumbuhan
ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regiona
Bruto) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal
(investas dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno,

2004)

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat menggambarkan keberhasilan
pembangunan ekonomi disuatu daerah dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi
yang terus menurun dapat menggambarkan pembangunan ekonomi tidak berjalan

atau mengalami kemunduran (Hellen,2017).



Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan memiliki pengertian
yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita
secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan
salah atu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi maka kesegjahteraan masyarakat juga akan meningkat.
Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan
perkapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi
real melalui penanaman modal, pengguanaan teknologi, penambahan pengetahuan

serta peningkatan keterampilan.

Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari
keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih mau sehingga kesgahteraan
masyarakat dapat meningkat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses
multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, perubahan
daam skap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi)
nasional (Todaro, 2000). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat
pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan

kemi skinan.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang
terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perbedaan
produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan
Handoko, 2005). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi
pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan

daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh



pemerintah pusat yang dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah.
Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan kesgahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan
nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan

kesempatan kerja (Suindyah,2011).

Pertumbuhan ekonomi di sepuluh (10) provins di Pulau Sumatera secara
keseluruhan mengalami trend Pruktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada
pada Provins Kep. Riau dengan nilal rata-rata sebesar 5,7480 persen. Sedangkan,
pertumbuhan ekonomi terendah berada di Provinsi Aceh sebesar 2,4632 Persen.
Pada tahun 2012 tercatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 3,8529,
lalu pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi
1,2445 persen, lalu pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar
1,0563 dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,8253 persen sehingga
menjadi -0,7268 persen. Pada tahun 2016 mengalami perbaikan menjadi 3,3008
Persen dan ditahun 2017 menjadi 4,1920 persen. Kondisi perkonomian pada tahun
2015 disebabkan karna menurunnya produksi migas baik di pertambangan
maupun industri (BPS,2015), bila dilihat dari sisi pengeluaran disebabkan oleh
komsumsi pemerintah yang juga mengalami penurunan. Selain itu ha ini juga
disebabkan oleh perekonomian Aceh masih bergantung dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh.

Stok modal atau investass merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi-

investasi baru maka memungkinkan akan terciptanya barang modal baru sehingga



akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau
kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan
mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan
terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut,

sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sepuluh Provins di Pulau Sumatera Periode
2012-2017

Rasio Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aceh 38529 26084 15521 -0,7268 3,3008 4,1920
SumateraUtara 6,4496 6,0659 52282 5,0963 5,1750 5,1223
SumateraBarat 6,3082 6,0781 58760 55337 5,2692 5,2856

Provins

Riau 3,7566 2,4814 2,7051 0,2244 2,2284 2,7065
Jambi 7,0331 6,8356 7,3594 4,2053 4,3697 4,6403
Sumatera

Selatan 6,8320 5,3143 4,7907 4,4173 5,0420 5,5051
Bengkulu 6,8262 6,0666 5,4791 5,1340 5,2904 4,9904
Lampung 6,4397 5,7685 50811 5,1315 5,1505 5,1681
Bangka

Belitung 55004 5,2012 4,6659 4,0826 4,1088 45076
Kep. Riau 7,6273 7,2081 6,6014 6,0182 5,0232 2,0098
Rata-rata

Pertumbuhan

Ekonomi 6,0626 5,3628 4,9339 39116 4,4958 4,4128

Sumber: Badan Pusat Satistik (data diolah)

Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu
membuat kebijakan yang mendukung penanaman moda yang saling
menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap
masyarakat. Tumbuhnya iklim investas yang sehat dan kompetitif diharapkan
akan memacu perkembangan investas yang saling menguntungkan dalam

pembangunan daerah (putri, 2014).

Pandapat tentang pentingnya investass dalam manunjang pembangunan negara-

negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah



perang dunia ke Il yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli
pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap
upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan
luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investas yang cukup, untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004).

Menurut Atmanti (2013), Peranan investasi terhadap kapasitas produksi sangat
besar, karena investass merupakan penggerak perekonomian, baik untuk
penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produks,
yang akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan
masyarakat dengan cara multiplier effect. Faktor produksi akan mengalami
penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi
tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas harus diimbangi dengan

investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi.

Selain investasi, tenaga kerja Menurut Todaro (2004) modal pembangunan yang
penting selain investas adalah sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk
yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta
memiliki skill yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi,
karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu
meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan

mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan

kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar, namun



pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk

terhadap pertumbuhan ekonomi.(Helen Dkk, 2017)

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu
daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang
besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek
yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) menyebutkan bahwa
pertumbuhan  penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah
keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.
Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena
banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi
pada daerah perkotaan sgja sebagai akibat dari cepatnya lgju migrasi dari desa ke

kota (Sari,2016).

Pendapat yang dikemukakan Jhingan (2002) tentang perubahan struktural
mengandung arti peralihan dari masyarakat tradisional menjadi ekonomi industri
modern, yang mencakup peralahan lembaga, sikap sosial dan motivas yang ada
secara radikal. Perubahan struktural yang dikemukakan Jhingan (2002) tersebut
akan menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan produktivitas buruh,
stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan tehnologi akan
semakin tinggi, oleh karena itu, dengan adanya perubahan struktural tersebut

industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu
daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang

besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek



yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000),
pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masaah
keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.
Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena
banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi
pada daerah perkotaan sgja sebagai akibat dari cepatnya lgju migrasi dari desa ke
kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan
yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong lgu pertumbuhan
ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu
meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan

mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah (Hasan, 2011).

Selain angkatan kerja, pengeluaran pemerintah juga diduga memiliki pengaruh
yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok
ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran
pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah
diukur dari total pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang
didokaskan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah
daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah

(Wibisono, 2003).

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin
penting perannya dalam perekonomian saat ini . Aktivitas ekonomi yang
dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi oleh
kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja
negara. Secara teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi

kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya



pendapatan perkapita yang semakin besar dari tahun ketahun. Peningkatan ini
ditandai dengan naiknya Produk Domestik Bruto melalui bekerjanya efek
pengganda. Pada gilirannya peningkatan Produk Domestik Bruto akan
mempengaruhi  besarnya penerimaan pemerintah dalam bentuk paak, baik

langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan
fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya
perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran
pemerintah tigp tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional
dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam
rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu

pertumbuhan ekonomi.

Menurut sukirno, (2010 :168) jumlah pengeluaran pemerintah yang dilakukan
dalam suatu periode tertentu bergantung pada banyak faktor diantaranya adalah
jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan

jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini
masih menjadi kontroversi. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa
pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi sedangkan penelitian yang lain ada juga yang menunjukkan bahwa
pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

(Lubis, 2014).

Otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberi

kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan  meningkatkan



perekonomiannya yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap
peningkatan kesgjahteraan masyarakat yang ada di setiap daerah (Nehen, 2010).
Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisas,
daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian
tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan,
seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber- sumber daya nasional yang
berada di daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan
retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan
sumber-sumber pendapatan lain yang sah (Bappeda, 2014). Kewenangan
pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong
munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah

(Kurniawan, 2017).

Daam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu variabel yang
signifikan adalah belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat maupun dari
Penerimaan Pendapatan Adli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan
yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari |aba daerah
dan lain lain pendapatan yang sah ( Y ukiana, 2014).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisas,
daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian
tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang diserahkan, seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan

daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (Bappeda,
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2011). Kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat
mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di

daerah-daerah.

Tabel 2. Redlisas Pendapatan Pemerintah Provins Seluruh Indonesia Menurut
Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2014-2017

No Jenis Pendapatan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Pendapatan Asli Daerah 121451 127 497 133179 140 994
a. pgak daerah 103088 107 892 112690 120198
b. restribusi daerah 1705 1690 1876 1800
c. kekayaan daerah yang di
pisahkan 2972 3224 3159 3595
d. lain-lain PAD yang sah 13685 14692 15455 15401
2 Dana perimbangan 68883 61589 113733 153767
a. bagi hasil pajak 17482 13330 22176 26 724
b. bagi hasil bukan pajak 15 406 9 359 8491 7695
c. DAU 34122 35289 38538 55418
DAK 1873 3610 44 529 63 930
Lain-Lain Pendapatan yang
3 Sah 42944 53620 28 659 24 441
JUMLAH TOTAL 233 277 242706 275571 319202

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2, menunjukkan bahwa redlisasi total pendapatan pemerintah provins di
seluruh Indonesia dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, dengan
total pendapatan 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014 sebesar 242,71 triliun
rupiah pada tahun 2015;dan 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016 atau
mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun 2015 dan 13,54 persen
pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pendapatan pemerintah provins ditargetkan
naik 15,83 persen menjadi 319,20 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang
cukup signifikan di tahun 2017, lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan

dari dana perimbangan, khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang
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mengalami kenaikan sebesar 43,80 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini
merupakan salah satu akibat penambahan cadangan DAU yang berasal dari
penundaan pembayaran DAU untuk tahun anggaran 2016. Selain itu, peningkatan
pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) khususnya komponen hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang naik sebesar 13,80 persen dibandingkan

tahun 2016.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah
yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa
daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal,
Selama periode tahun 2014-2017, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari
121,45 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 127,50 triliun rupiah pada tahun
2015 dan 133,18 triliun rupiah pada tahun 2016. Pgjak daerah merupakan
komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD. Pada tahun
2017, PAD ditargetkan naik menjadi 140,99 triliun rupiah, sedangkan penerimaan

pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 6,66 persen.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian
keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat
dismpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke
daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali”,
dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari

pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat
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kemandirian “rendah”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang,
karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
Kategori “sedang”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu
melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi”, bisa diartikan bahwa
pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi

daerahnya.

Kontribuss PAD terhadap pendapatan pemerintah provins pada tahun 2014
hingga 2016 berkisar antara 40 hingga 60 persen, sehingga secara rata-rata tingkat
kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dikategorikan
sedang. Pada tahun 2014 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 52,06
persen dimana masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat menjadi indikator
bahwa secara umum pemerintah provins sudah mendekati mampu melaksanakan
otonomi daerah Pada tahun 2015, kontribuss PAD mengalami kenaikan menjadi
52,53 persen, dan mengalami penurunan menjadi 48,33 persen pada tahun 2016.
Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya
pada tahun 2017, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi

PAD terhadap total pendapatannya menurun menjadi 44,17 persen. (BPS, 2017)

Tabel 3. Distribusi Provins di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian

2014-2017
Kategori Kemandirian 2014 2015 2016 2017
Rendah Sekali (0-25%) 7 7 8 10
Rendah (>25-50 %) 15 15 19 17
Sedang (>50- 75 %) 11 10 7 7
Tinggi (>75%) 0 1 0 0
JUMLAH 33 33 34 34

Sumber: Badan Pusat Statistik,2017
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Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi
yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output
secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses
pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan
PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga
akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan
konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada
akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribus daerah,
laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenalkan PAD ini jika
dibelanjakan untuk membiayal kegiatankegiatan publik yang ditujukan untuk
pembangunan sarana dan prasarana publik, ha ini akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD (sitaniapessy, 2013).

Tabel 4. Pendapatan Adli Daerah terhadap Anggran Pendapatan dan Belanja
Derah Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017
Pendapatan Adli Daerah (Persen)

PIOVINS 010 2013 2014 2015 2016 2017 X
Aceh 46370 51820 69221 80390 83401 79662 68477
Sumatera

Utara 27,3005 27.7478 282549 206697 246255 204313 26,3398
Sumatera

Barat 107467 251463 23669 226221 211081 17,7085 21,6668
Riau 16,8060 16,5438 213695 186394 165398 182253 18,0358
Jambi 171382 156746 186124 17,6576 17,8168 188075 17,6179
Sumatera

Selatan 17,7847 18,7846 21,1926 19,4354 18,5410 18,5410 19,0466
Bengkulu 14,7566 14,9097 16,3164 14,9184 17,8662 45,2858 20,6755

Lampung 21,6578 22,6793 25,2184 21,7933 21,2293 19,7578 22,0560
Bangka

Belitung 14,3781 15,7941 16,0073 14,0230 13,1788 14,7030 14,6807
Kep. Riau 15,3084 15,4034 15,9405 19,3332 18,6371 49,3929 20,6331

Rata-rata
PAD 16,9614 17,7866 19,3503 18,6131 17,7883 23,0819 18,7600

Sumber: Badan Pusat Satistik,( data diolah).
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Dari Tabel 4, di ketahui Rasio Pendapatan Adli Daerah di sepuluh (10) provinsi
yang ada di Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami peningkatan atau
berada dalam trend positif dengan nilai rata-rata sebesar 18,76 persen. Pendapatan
Adli Daerah tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rata-rata
sebesar 26,33 persen. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Provins Sumatera
Utara sebesar 29,66 persen. Lalu peningkatan Penadapatan Adli Daerah-nya
sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 24,62 persen. Sedangkan,
Pendapatan Adli Daerah terendah berada pada Provins Aceh dengan nilai rata-
rata sebesar 6,84 persen. Daam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sdah satu variabel yang signifikan adalah Pendapatan Adli Daerah adalah
pendapatan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari
laba daerah dan lain lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah mendapat
kebebasan dalam pengambilan keputusan dalam hal pendapatan daerah, sehingga
mereka harus mendapat dukungan sumber keuangan diantaranya berasal dari
Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan daerah yang meningkat merupakan
gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat (Y uliana,

2017)

Di samping itu, menurut Levine dan Renelt (1992) initial growth merupakan suatu
komponen yang akan selalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu
negara. Oleh karena itu, jika seorang pendliti ingin menganalisis pertumbuhan
ekonomi di suatu wilayah maka initial growth harus dimasukkan ke dalam
modelnya. Initial growth akan selau berpengarun dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, baik berpengaruh positif ataupun negatif. Tanda positif
menunjukkan bahwa terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi di suatu negara,

yang artinya perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada di



15

daerah kaya. Dengan kata lain, daerah miskin mampu mengegar daerah kaya
dilihat dari sisi perekonomiannya. Sedangkan, tanda negatif menunjukkan bahwa
terjadi divergenss pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang artinya
perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih lambat daripada di daerah kaya.

Dengan kata lain, daerah miskin belum mampu mengegjar perekonomian daerah

kaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam
penelitian ini, yaitu berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, investas,
tenaga kerja, Initial Growth dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi di sepuluh provins di pulau sumatera pada tahun 2012-2017.

B. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki penerimaan Negara yang cenderung meningkat dari tahun ke
tahun, hal ini diikuti oleh pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah yang
berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi
yang berkeadilan dan meningkatkan kesgjahtraan masyarakat dengan upaya

menurunkan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan masalah lainnya.

Pulau Sumatera merupakan Pulau Kedua setelah Pulau Jawa yang memiliki posisi
yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup nasional yang masih mengalami
proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahtran
masyarakat, namun Sumatera masih memiliki kendala utama dalam mencapai
harapan untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendala
utama adalah proses Hilirisasi. Sehingga proses Hilirisasi pada pelaku ekonomi

kecil masih belum sepenuhnya dapat dilakukan, Dalam mencapa suatu
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kesgjahtraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung adanya
pemerataan pendapatan di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan antara
kesempatan kerja dan yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu
peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan
angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, ha ini akan berdampak pada
terciptanya pengangguran yang berdampak pada kehidupan sosia yakni
peningkatan tingkat kriminal, ha ini akan berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi.

Di sis lain, investass yang tepat sasaran akan sama-sama meningkatkan
perekonomian bangsa yang akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan
datang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu,
tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas, dan
pelaksana dalam upaya pembangunan di daerah tersebut, semakin tinggi atau
banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi maka akan
meningkat pula output yang dihasilkan sebuah industri ataupun perusahaan
barang/jasa sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan

ekonomi daerah.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin
penting perannya dalam perekonomian saat ini. Aktivitas ekonomi yang dilakukan
pemerintah ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi oleh kebijakan fiskal
melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara
teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan
kesgahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya pendapatan perkapita

yang semakin besar dari tahun ketahun. Jumlah pengeluaran pemerintah yang
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dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada banyak faktor diantaranya
adalah: jumlah pagjak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka
pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang danpertimbangan politik dan
keamanan.

Dalan membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan
bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif
memiliki kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau dengan kata lain
adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan akses dari pertumbuhan
ekonomi atau PDRB dan diantara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Adli
Daerah diyakini terdapat adanya korelas. Pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan dan mengelola Pendapatan Adli Daerah yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat
pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan aokasi
anggaran sebagal salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi
anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus
menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2004).
Rumusan masalah dalam penelitian ini antaralain:

1. Apakah Pendapatan Adli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, tenaga
kerja, pengeluaran pemerintah, dan initial growth secara masing-masing
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 10 (Sepuluh ) provinsi di Pulau

Sumatera periode 2012-2017?
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2. apakah Pendapatan Asli Deerah, Penanaman Modal Dalam Negeri , tenaga
kerja, pengeluaran pemerintah, dan initial growth secara bersama-sama
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 10 (Sepuluh) provinsi di Pulau

Sumatera periode 2012-20177?

C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi dipulau Sumatera pada tahun 2012-20177?

2. Untuk mengetahui pengaruh investas terhadap pertumbuhan ekonomi
dipulau Sumatera pada tahun 2012-20177?

3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
dipulau Sumatera pada tahun 2012-20177?

4. Untuk mengetahui pengaruh initial growth, pengeluaran pemerintah

terhadap pertumbuhan ekonomi dipulau Sumatra pada tahun 2012-20177?

D. Manfaat Pendlitian
Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi
manfaat, bagi peneliti maupun orang lain yaitu antaralain:
1. Sebaga sadlah satu syarat penditi untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Memperkaya wacana pustaka bagi Akademika Universitas Lampung yang

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa.



1. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjaun Pustaka
1. Kajian Teori

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika
output barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian
suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Nila PDB digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Perubahan nila PDB dapat menunjukkan perubahan jumlah kuantitas
barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu
negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan
Nasional (National Income). Perhitungan pertumbuhan ekonomi biasanya
menggunakan data PDB triwulan dan tahunan. Adapun konsep perhitungan

pertumbuhan ekonomi dalam satu periode (Sukirno, 2004):

_ (PDRB{— PDRB1—1)

Gt PDRB,_, X 100%
Di mana
Gt = Pertumbuhan ekonomi periodet (triwulan atau tahunan)
PDBRt = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga
konstan)
PDBRt-1 = PDRB satu periode sebelumnya
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Perhitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. PDRB menurut harga berlaku Dimana PDB faktor inflasi yang masih
terkandung di dalamnya.
b. PDB menurut harga konstan Dimana PDB dengan meniadakan faktor

inflasi Artinya pengaruh perubahan harga telah dihilangkan.

Menurut Todaro (2006) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh
dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan angkatan
kerja dan kemgjuan teknologi. Pertama, akumulasi modal (capital accumulation)
akan diperoleh apabila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung
dan investasikan dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan dimasa
depan. Kedua, pertumbuhan angkatan kerja akan diperoleh apabila angkatan kerja
tersedia dalam jumlah penduduk yang besar dapat berproduktif dan jumlah
penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik.
Ketiga, kemagjuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau
penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional. Berbagai
faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bahwa sumber kemajuan ekonomi
dapat ditelusuri ke berbagai faktor, tetapi dengan investas yang besar
memperbaiki kualitas sumber daya fisik dan sumber daya manusia, meningkatkan
kuantitas sumber daya produks yang sama, dan meningkatkan produktifitas dari
semua atau sumber daya khusus melalui penemuan, inovasi, dan kemajuan
teknologi menjadi faktor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi disetiap

lapisan masyarakat.
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1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klask ada empat faktor yang
mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok
barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat ekonomi yang
digunakan. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli
ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh
pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Apabila terdapat
kekurangan penduduk dan kekayaan alam relative berlebihan, maka tingkat
pengembalian modal dari investasi semakin tinggi dan para investor semakin
banyak mengalami keuntungan, sehingga menimbulkan investas baru serta
pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Apabila jumlah penduduk sudah terlalu
banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena
produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, sehingga kemakmuran

masyarakat menurun (Sukrino, 2004).

Pandangan klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapal
tingkat kesempatan kerja penuh. Pandangan Jean Baptish Say atau Hukum say
menyebutkan “supply creates its own demand” menjelaskan bahwa dalam
ekonomi terdapat cukup banyak permintaan menyebabkan setiap jenis barang
yang diproduksikan dapat terjual di pasar. Permintaan agregat yang cukup besar
ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang

menggunakan semua faktor produksi yang tersedia.

Berdasarkan kepada keyakinan ini para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa

disetiap perekonomian akan selalu dicapal kesempatan kerja penuh. Masyarakat
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yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat
kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negera
tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produks yang tersedia untuk
memproduks barang dan jasa. Penentuan produks nasional dapat dinyatakan

dengan menggunakan persamaan berikut:

Dimana

Y = Pendapatan Nasional yang diwujudkan dalam perekonomian.

K =jumlah barang modal yang tersedia.

L = jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
Q = jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan.

T =tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi.

Y=f(K,L,Q,T)
2. Teori Harrod-Domar

Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai
dengan adanya keseimbangan antara dana pembangunan yang tersedia (s) yang
diukur oleh persentasenya terhadap produks nasional dengan incremental capital
output ratio (k) yaitu jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan
tambahan satu unit output, dengan rumus: AY/Y = gk. Analisis ini menunjukan
bahwa investas harus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut
mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut
diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Pertambahan pengeluaran

agregat dalam jangka panjang perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan
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ekonomi (Sukirno, 2004). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi

yaitu:

1

Perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh (full employment) dan
barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara
penuh.

Perekonomian terdiri dari dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan,
berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.

Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsiona dengan besarnya
pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS)
besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output
ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental

capitaloutput ratio = ICOR.

IImu ekonomi dikenal sebagai rasio modal-output (capital-output ratio) adalah 3

berbanding 1. Rasio modal-output dan rasio tabungan nasional (National Saving

Ratio), merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu

ditabung dan jumlah investasi (penanaman modal) baru ditentukan oleh jumlah

tabungan total (S), maka dapat menyusun sebuah model pertumbuhan ekonomi

sebagal berikut :

1.

Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s, dari pendapatan
nasional

Investas neto (1) didefinisikan sebagai perubahan stok modal, (K) yang
dapat diwakili oleh AK

Terakhir,tabungan nasiona neto (S) harus sama dengan investasi neto (1)
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Analisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan
untuk syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonmian dapat mencapal
pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Pada suatu
tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh sehingga
pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin
tinggi pada tahun selanjutnya. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku
dalam tahun tersebut akan menambah kapasitas modal untuk mengeluarkan

barang dan jasa pada tahun selanjutnya.

3. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu
dari segi panawaran. Menurut teori ini yang di kembangkan oleh Abramovis dan

Solow bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor

faktor produksi. Pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

AY=f (AK, AL, AT)
dimana:

AY = tingkat pertumbuhan ekonomi
AK= tingkat pertumbuhan modal
AL = tingkat pertumbuhan penduduk
AT=tingkat pertumbuhan teknol ogi

Menurut Teori pertumbuhan Solow merupakan salah satu pelopor dalam teori
pertumbuhan Neoklasik yang dapat memberikan pandangan yang dinamis tentang
bagai mana tabungan mempengaruhi perekonomian dari waktu ke waktu. Teori ini
merupakan modifikasi dari model pertumbuhan Harrod-Domar, yang menyatakan

bahwa secara kondisional perekonomian berbagai negara akan bertemu
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(convergence) pada tingkat pendapatan yang sama. Syarat yang harus dipenunhi
adalah negaranegara tersebut mempunya tingkat tabungan, depresias,
pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan produktifitas yang sama.
Konvergensi peningkatan pendapatan dalam perekonomian terbuka akan terjadi
bila terdapat hubungan perdagangan, investasi dan sebagainya dengan negara lain
atau pihak luar. Model pertumbuhan Solow (Solow Growth Model) menunjukkan
bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan
kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana

pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara (Mankiw, 2007).

Asums utama yang digunakan daam model Solow adalah bahwa moda
mengalami diminishing returns. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap,
dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit
dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (margina
product of capital) yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa tidak ada
perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka diminishing return
pada modal mengindikasikan bahwa penambahan jumlah moda (melaui
tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut
karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh, karena
diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga
kerja (Mankiw, 2007).

4. Teori Pertumbuhan Baru ( New Growth Theory )

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang

bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam system
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ekonomi. Menurut Todaro (2006) teori ini menganggap bahwa pertumbuhan
ekonomi lebih ditentukan oleh faktor produksi, bukan berasal dari luar faktor
produksi. Kemagjuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan
merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi
dalam pengetahuan. Peran modal |ebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan
apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisk sga, tetapi menyangkut

sumberdaya manusia.

Akumulass modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definis
modal diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal
sumberdaya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar
model atau eksogen, tetapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan
ekonomi. Teori pertumbuhan endogen, peran investasi dan modal manusia turut

menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2007).

Teori pertumbuhan Baru dapat dinyatakan oleh persamaan sederhana Y=AK
daam formulass A mewakili semua faktor yang mempengaruhi Teknologi dan
mencerminkan modal fisk dan sumber daya manusia. Hasil dari persamaan
investas dalam moda fiskk sdan sumber daya manusia dapat menghasilkan
ekonomi eksternal dan peningkatan produktifitas yang melebihi keuntungan
pribadi dalam jumlah yang cukup karena hasil persamaan tersebut bahwa modal
tidak menunjukan penuruan, sehingga pertumbuhan dalam jangka panjang
berkesinambungan. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya tabungan

dan investasi moda manusia untuk mempercepat pertumbuhan.

1.2 Pendapatan Adli Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesua dengan
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peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber
penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian
beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2009)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan
Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pgak Daerah;

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan daerah

2.1 Pgjak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).
paak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah
(budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulator). Sebagai pendapatan pajak
daerah, setiap pajak harus memenuhi smith’s canons yang terdiri dari unsur

keadilan (equity), unsur kepastian (Certainty), unsur kelayakan (Convenience),
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efisien (Efficiency), dan unsur ketepatan (Adequacy). Besarnya tarif pgjak daerah
ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi
dalam 2 jenis meliputi:
1. Jenis Pgjak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :

a. Pgak Kendaraan Bermotor.

b. Pgjak BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pgak Air Permukaan

e. Pgak Rokok.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/K ota yaitu:

a. Pgjak Hotdl.

b. Pgjak Restoran.

c. Pgak Hiburan.

d. Pgjak Reklame.

e. Pgjak Penerangan Jalan.

f. Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pgjak Sarang Burung Walet.

j. Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Restribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan

Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut
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retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah
daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada
imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan
materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan
pungutan yang sifatnya budgettair tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-
tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-

tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.

3. Retribusi Perijinan Tertentu.

2.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012), hasil pengel olaan kekayaan milik daerah yang
dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas
penyertaan moda pada perusahaan milik negaradBUMN dan bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
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2.2 Lain-lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah

Pendapatan Adli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pgjak dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang
berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah
meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Jasagiro.

3. Pendapatan bunga.

4. Keuntungan adalah nilal tukar rupiah terhadap mata uang asing.

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebaga akibat dari penjuaan,

pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.3 Investas

Investas pada hakekatnya merupakan awa kegiatan pembangunan ekonomi.
Investas dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara
pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang
dapat menaikan standar hidup masyarkatnya (Mankiw, 2007). Teori ekonomi
mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagal pengel uaran-pengeluaran
untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peraatan produksi dengan
tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam
perekonomian yang akan digunakan untuk membuat produksi barang dan jasa di
masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan

permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investas mengarah kepada
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akumulass modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan

mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman
modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah
kemampuan memproduks barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian
yang berasal dari investas dalam negeri maupun inestasi asing. Peningkatan
investasi akan mendorong peningkatan volume produks yang selanjutnya akan
meningkatkan kesempatan kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan

pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Harrod-Domar menggabungkan dari pendapat kaum Klasik dan Keynes,
dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan
modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu
perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran
yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila
pada suatu masa tertentu dilakukan sgjumlah pembentukan modal, maka pada
masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan untuk

menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007).

1. Penanaman Moda Asing (FDI)

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang
dimaksud dengan (FDI) adalah penanaman modal asing secara langsung yang
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan

yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa
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pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal

tersebut. Sedangkan pengertian Modal Asing, antaralain :

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk
pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan
bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia
selama alat-alat tersebut tidak dibiayal dari kekayaan Indonesia.

Bagian dari hasil perusshaan yang berdasarkan undang-undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayal

perusahaan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari

luar negeri untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan

produksi dalam menambah kemampuan memproduks barang-barang dan jasa-

jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Keuntungan yang dapat

diperoleh dengan adanya Penanaman Moda Asing antaralain:

a. Produks beberapa produk kebutuhan rakyat dengan tujuan untuk ekspor

C.

(dengan penggunaan bahan baku yang umumnya berasal dari Indonesia
akan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya).

Bila produksi mengalami kegagalan maka seluruh resiko ditanggung oleh
penanam modal dalam investasi langsung (investor asing).

Tenaga kerja Indonesia akan memperoleh kesempatan kerja dan dapat

membiasakan diri dengan teknologi modern.
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d. Terbukanya kesempatan untuk membangun perusahaan nasiona yang
sgjenis, sehingga akan dapat meningkatkan pembangunan,

e. Devisa akan meningkat jumlahnya, selain akan meningkatkan nilai tukar
rupiah dalam negeri, dana untuk pembangunan juga meningkat.

f. Langsung memperkenakan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang
mutakhir kenegara yang dituju.

g. Mendorong perusahaan lokal untuk berinvestasi lebih banyak pada
industry pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing.

h. Sebagian laba pada umumnya ditanamkan kembali pada pengembangan
atau modernisasi industri terkait.

i. Kemungkinan terjadi pelarian modal berkurang.

Namun kerugian yang dapat diperoleh dengan adanya Penanaman Modal Asing
antaralain:

a. Penyediaan sgjumlah modal oleh perusahaan-perusahaan multinasional
dalam kenyataannya malah justru menurunkan tingkat tabungan maupun
investas domestik di negara tuan rumah sehubungan dengan akan
terciptanya aneka bentuk persaingan tidak sehat yang bersumber dari
perjanjian-perjanjian  produksi ekdlusif antara pihak perusahaan
multinasional dengan pihak pemerintah di negara tuan rumah.

b. Tidak terlaksananya reinvestas atas keuntungan yang mereka dapatkan
dalam perekonomian tuan rumah.

c. Terhambat atau terganggunnya perkembangan perusahaan-perusahaan

domestik yang sebenarnya bisa menjadi pemasok barang sejenis.
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d. Terpacunyatingkat konsumsi domestik sehingga justru menurunkan minat
masyarakat setempat untuk menabungkan atau menginvestasikan
tambahan pendapatan

e. Daam jangka panjang PMA dapat mengurangi penghasilan devisa baik
dari sis neracatransaks berjalan maupun neraca modal.

f. Kecilnya kontribusi yang didapatkan bagi penerimaan pemerintah dalam
bentuk pajak yang disebabkan oleh adanya konsesi-konsesi pajak yang
bersifat liberal, pemberian fasilitas penanaman modal yang berlebihan,
subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi yang diberikan oleh pemerintah
negara tuan rumah.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Undang-Undang no. 6 tahun 1968 dan Undang-Undang no.12 tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu dalam pasal 1
definiss modal dalam negeri Pertama undang-undang ini dengan modal dalam
negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan
benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomosili di
Indonesia yang disishkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha
sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12
tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Kedua pihak swasta yang memiliki
modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini dapat terdiri atas perorangan
atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang
ini dengan penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan daripada kekayaan

seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk
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menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang
Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997
tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam
negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia,
negara republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di
wilayah negara republik Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal
yang dimiliki oleh negara republik Indonesia, perseorangan warga Negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan
hukum. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan
usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha
perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan

penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk (Undang-Undang No. 25

Tahun 1997):
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasiona
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkel anjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri

8. Meningkatkan kesegjahteraan masyarakat



36

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pemerintah
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing
maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan,
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
pengawasan produks dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipas
modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk

pemerintah.

Penanaman modal dalam negeri ini akan menciptakan beberapa manfaat
diantaranya mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap
produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke
depan dan keterkaitan ke belakang memberikan konstribuss dalam upaya
penyerapan tenaga kerja. Semakin besarnya investass PMDN, maka diharapkan
akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam
mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya
akan menyebabkan makin meningkatnya PDB dan diharapkan pertumbuhan
ekonomi dapat meningkat. Dengan demikian investass PMDN memiliki hubungan

positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

24 TenagaKerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional

dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.
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Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi,
sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar
domestiknya lebih besar (Todaro, 2009). Meski demikian hal tersebut masih
dipertanyakan apakah benar lgu pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar

akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonominya.

Dalan model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya
pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.
Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa
bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan

dalam jumlah terbatas.

Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang
tinggi. Meningkatnnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional)
bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi adalah tenaga kerja. Setiap kegiatan
produksi yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja. Tenaga
kerja bukan sgja berarti buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga
kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi

keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan:

a. Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau
berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang
pekerjaan.

b. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari

pendidikan atau pengalaman kerja.
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c. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan

yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.

Spesidisas dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas.
Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya
membantu perkembangan industri, pembagian kerja menghasilkan pembagian
kemampuan produksi para pekerja, setiap pekerja menjadi lebih efisien daripada
sebelumnya. Akhirnya produksi meningkatkan berbagai hal, jika produksi naik,

pada akhirnya lgju pertumbuhan ekonomi juga akan naik.

Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja
dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka
melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh
pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam
secara berkelanjutan selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak

bekerjatetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondis dari Iapangan
kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar |apangan kerja yang tersedia maka
akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.
dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi
(Todaro, 2009). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah
tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti
ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut mash
dipertanyakan apakah benar lgju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar

akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonomi.
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K ebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah
satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga
kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa
produk domestik regional bruto (PDRB). Jumlah angkatan kerja yang bekerja

merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.
a. Teori Ketenagakerjaan

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal
sebagal airan klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa
alokai sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.
Setelah ekonomi tumbuh, akumulas modal fisik baru mulai dibutuhkan untuk

menjaga agar ekonomi tumbuh

Penduduk
|
I I
_ Bukan Tenga
TenagaKerja Kerja
Bukan
Angkatan Kerja Angkatan Kerja

Tidak Berkerjadan
Bekerja Mencari perkerjaan

Gambar 2. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan K etenagakerjaan
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Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat
Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah
ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (demand for labour) dan
penawaran tenaga kerja (supply for labour), pada suatu tingkat upah.
K etidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih banyaknya penawaran permintaan
terhadap tenaga kerja atau lebih banyaknya permintaan dibanding penawaran

tenaga kerja. perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Penyerapan TenagaKerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk
melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang
menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh
pencari kerja (Todaro, 2009). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan
kerja yang sudah teris yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk
bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbaga sektor
perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya
permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat
dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2003). Penduduk yang
berkerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami
pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap

tenaga kerja.

2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure) adalah bagian dari kebijakan

fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur
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jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan
pengeluaran pemerintah setigp tahunnya, yang tercermin dalam dokumen
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari
kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output,
maupun kesempatan kerja dan memacuatau mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau
campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian
sepenuhnya diatur olah kegiatan di pasarbebas, bukan sga perekonomian tidak
selau mencapa tingkat kesemptan kerja penuhtetapi juga kestabilan kegiatan
ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapifluktuas kegiatan ekonomi yang
lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi

yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan
pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk
membelibarang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori
mengena pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu
teorimakro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sis
makro.Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran  pemerintah
dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga
golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran
pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori

Peacock dan Wiseman pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investas
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pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar
dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi investasi swasta
sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah,
oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan
kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang
dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain
itu, pada tahap ini perekembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan
antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan
oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat
pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan

mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat.

Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah
agar dapat meningkatkan kesgahteraan mereka. Pengeluaran pemerintah
merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau
keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik
dan pelayanan kepada masyarakat. Tota pengeluaran pemerintah merupakan
penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan
pemerintahan (pusat—provinsi—daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam
pemerintahan ini dapat mempunya keputusan akhir—proses pembuatan yang
berbeda dan hanya beberapa ha pemerintah yang di bawahnya dapat
dipengaruhioleh pemerintah yang lebih tinggi Oleh karena itu dalam memahami
berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus
mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya.

fungs tersebut adalah :
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1. Fungs penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan
kemasyarakatan.

2. Fungs pengaturan, yaitu merumuskan dan menegakkan pusat
perundangan;

3. Fungs pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam
bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana.

4. Fungs perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang
tanggung jawab eksekutif.

5. Fungs koordinasi, yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan

investasi dan tata gunatanah regional (daerah)

Menurut Arndt (1998) argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan
dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar
tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama
untuk mencapai efisiensi. Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya
kegagadlan pasar. Adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut

disebabkan karena:

1. Tidak semuabarang dan jasa diperdagangkan,

2. Barang-barang yang menyebabkan ekternalitas dalam produksi maupun
konsumsi memaksa suatu pertentantangan antara harga pasar dengan
penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan untuk
memenuhi kondisi yang diinginkan.

3. Beberapa barang mempunya karakteristik increasing retunrs to scae.
Daam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh

harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan
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sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya
karena berproduksi secara optimal.

4. Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti
asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral hazard dan pemilihan
kurang baik Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin

pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai
intervensi  kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan
tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek yang berkaitan dengan
pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah
bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah
untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya
penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tujuan dari kebijakan
fiska ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun

kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan
menjadi: (Suparmoko, 2000):

a. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan
ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung
memberikan kesgahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Merupakan
penghematan pengeluaran yang akan datang. Menyediakan kesempatan
kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-macam
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pengeluaran negara seperti: Pengeluaran yang self liquiditing sebagian
atau seluruhnya, artinyga pengeluaran pemerintah  mendapatkan
pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa barang-
barang yang bersangkutan. Misanya pengeluaran untuk jasa-jasa
perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-
keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat
penghasilan dan sasaran paak yang lain akhirnya akan menaikkan
penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan,
pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (public health).

Pengeluaran yang tidak self liquditing maupun yang tidak reproduktif
yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan
kesgahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreas,
pendirian monumen, obyek-obyek tourisme dan sebagainya. Dan hal ini
dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-
jesatadi.

. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan
pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun
pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya
akan naik.

Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang

misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak
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dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di

masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikas,

yaitu:(Dumairy, 2001) :

a. Pengeluaran rutin  yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau
penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai;
belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga
barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran
lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk
menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya
peningkatan efisens dan produktivitas, yang pada gilirannya akan
menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.
Penghematan dan efisienss pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk
menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk
pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut
antara lain diupayakan melaui pengaman aokas pengeluaran rutin,
pengendalian dan koordinasi pelaksaanan pembelian barang dan jasa
kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan

pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

b. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah
modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan
non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai
dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan

merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-



47

program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan

dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada

berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

3 Pendlitian Terdahulu
Tabel 5. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No Penditi Judul Metode Kesimpulan
1 AgusIndriatno Pengaruh metode analisis Variabel investasi swasta,
Kurniawan,dkk investass swasta jalur atau Path pengeluaran pemerintah,
(2017) dan pengeluaran Analysis tenaga kerja, masing-
pemerintah serta masing berpengaruh
tenaga kerja terhadap terhadap
terhadap pendapatan asli daerah
pendapatan adli dan pertumbuhan
daerah dan ekonomi
pertumbuhan
ekonomi di kutal
barat
2 Phany Ineke Pengaruh Panel ordinary Variabel bebas dalam
Putri (2014) Investasi, tanaga square (PLS) pendlitian  ini yaitu
kerja, belanja PMDN, PMA, tenaga
modal, dan kerja, belanja modal,
insfrastruktur infrastruktur yang
terhadap meliputi jalan aspal, dan
pertumbuhan listrik mempunyai
ekonomi di pengaruh yang positif
pulau jawa signifikan, sedangkan
variabel jalan tidak aspal
berpengaruh positif
namun tidak signifikan
terhadap pertumbuhan
ekonomi di Pulau Jawa
periode tahun 2007-2011.
3 Mutia Pengaruh Ordinary Least Investasi, tenaga kerja
Sari,Dkk investasi, tenaga Square (OLYS) dan pengeluaran
(2016) kerja dan pemerintah secara
pengeluaran simultan berpengaruh
pemerintah terhadap pertumbuhan
terhadap ekonomi di Indonesia
pertumbuhan
ekonomi di
Indonesia
4 CitraAyu Pengaruh jumlah Panel ordinary Jumlah tenaga
Basicadan tenaga kerja, square (PLS) kerjatingkat pendidikan
Effendy Lubis  tingkat pekerja dan pengeluran
(2014) pendidikan pemerintah  berpengaruh
pekerja dan positif dan  signifiakn
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pengeluaran terhadap pertumbuhan
pendidikan ekonomi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
5 Paula Nistor FDI and Regres Investasi asing langsung
(2014) economic Autokorelasi berpengaruh positif
growth in Durbin-Watson terhadap pertumbuhan
Romania ekonomi di rumania
6 Afrizal Tahar  Pengaruh regres  linier PAD mempunyai
& Maulida Pendapatan Adli  berganda pengaruh  positif  dan
Zakhiya ( Daerah dan signifikan terhadap
Dana  Alokas kemandirian daerah.
Umum Terhadap
Kemandirian
Daerah dan
Pertubuhan
Ekonomi Daerah
7 Ross Levine, Analisis Regres lintas Terdapat hubungan positif
dan David Sengitivitas: Negara dan dan kuat antara
Renelt (1992). Rehres varian analisis pertumbuhan  ekonomi
pertumbuhan batasextream.  dengan tingkat investas
Lintas Negara dan tingkat perdagangan

internasional. Pupulasi
akan sdlalu berpengaruh
positif terhadap
pertumbuhan  ekonomi.
Initial growth akan selalu

berdamoak positif
maupun negative yang
menunj ukan adanya
konvergensi dan

divergensi  pertumbuhan
ekonomi disuatu wilayah.

B. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu
negara secara berkesinambungan menuju waktu yang lebih baik dalam periode
waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan
kapasitas produks suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan
nasional. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:
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Masal ah Perilaku dalam Pasar Ekonomi

10 Provins di Pulau Sumatra

Pendapatan Adli
Daerah

Model Pendlitian ini Berdasarkan Modd Pertumbuhan Ekonomi Levinedan Renelt

(1992)

Pl

I:Variabel yang harus M: Variabel yang Z:Variabe
dimasukkan  dalam digunakan sesuai pendukung lainnya
fungsi pertumbuhan. dengan kepentingan yang digunakan
. penelitian. dalam fungsi
Initial Growth . pertumbuhan,
(EGry - Pendapatan Adi
Investasi asing Daerah (PAD) - Pengeluaran
langsung (FDI) Pemerintah( GE)
TenagaKerja(L)

S

Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan memiliki pengertian
yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita
secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan

salah satu indicator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi
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pertumbuhan ekonomi maka kesegjahteraan masyarakat juga akan meningkat.
Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan
perkapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi
real melalui penanaman modal, pengguanaan teknologi, penambahan pengetahuan

sertaa peningkatan keterampilan.

Investas merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman
modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Moda Dalam
Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut
Penanaman Moda Asing (PMA). Keduanya sama penting terhadap pertumbuhan

ekonomi suatu Negara.

Besarnya tingkat investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan
ekonomi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk pengembangan modal
yang nantinya dapat direalisasikan ke dalam berbaga proyek sebagai penunjang
kegiatan pembangunan. Penambahan investasi akan meningkatkan modal
perekonomian yang disertai dengan meningkatnya proses produks barang
maupun jasa. Selain itu, tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai
penggerak, penggagas, dan pelaksana dalam upaya pembangunan di daerah
tersebut, semakin tinggi atau banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan
produksi maka akan meningkat pula output yang dihasilkan sebuah industri atau
pun perusshaan barang/jasa sehingga nantinya akan berdampak pada

meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah (Arta, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami

proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapal kesegjahtran
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masyarakat, dalam mencapai suatu kesgahteraan salah satunya dibutuhkan
kesempatan kerja yang mendukung mendukung adanya pemerataan pendapatan
di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan antara kesempatan kerja dan yang
ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah
kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang
meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran
yang berdampak pada kehidupan social yakni peningkatan tingkat criminal, hal ini

akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Antara kesempatan kerja dan yang ada dengan angkatan kerja di Indonesia terjadi
kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan
peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, sehingga terciptanya
pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada kehidupan
socia yakni peningkatan tingkat criminal, hal ini akan berpengaruh Negatif pada

pertumbuhan ekonomi.

Sedlain Tenaga Kerja, Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses
pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenalkan PDRB
karena adanya kenailkan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan
ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang
terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan
ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan
masyarakat yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas
penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD

melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain
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pendapatan daerah. Kenaikan PAD jika digunakan untuk membiayai kegiatan
kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana, hal ini
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD

(Sitaniapessy, 2013).

C. Hipotesis

1. Diduga Pendapatan Adli Daerah, Penanaman Moda Dalam Negeri,
Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja dan Initial Growth secara masing-
masing berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10
(sepuluh) provins di Pulau Sumatera periode 2012-2017.

2. Diduga Pendapatan Asdli Daerah, Penanaman Moda Dalam Negeri,
Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja dan Initial Growth secara bersama-
sama berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10

(sepuluh) provins di Pulau Sumatera periode 2012-2017.



[11. METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan dalam pendlitian ini
adal ah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis
yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikaskan dan yang tidak

dipublikasikan

Tabel 6. Deskripsi Data Variabel

Nama Data Simbol Satuan Pengukuran ~ Sumber Data

Produk Domestik EG Presentase Badan Pusat

Regional Bruto Statistik Indonesia

(PDRB) (BPS)

Penanaman Modal PMDN Presentase Badan Pusat

Dalam Negeri Statistik Indonesia
(BPS)

Pendapatan Adli PAD Presentase Direktorat Jendral

Daerah Perimbangan
Keuangan (DJPK)

TenagaKerja L Presentase Badan Pusat
Statistik Indonesia
(BPS)

Pengeluaran GE Presentase Direktorat Jendral

Pemerintah Perimbangan
Keuangan (DJPK)

Initial Growth G Presentase Badan Pusat
Statistik (BPS)

Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi data APBD yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) tenaga kerja (L), initial Growth (1G.1), pengeluaran pemerintah (GE).
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serta Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB). Sumber data yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah (BPS), Direktorat Jendrd

Perimbangan Keuangan (DJPK), serta lembaga yang terkait lainnya.
B. Populasi dan Sampel

Pupulas dari penelitian ini adalah seluruh provinsi di pulau Sumatera. Sampel
dalam pendlitian ini adalah seluruh provins di pulau Sumatera dari tahun 2012-
2017. Adapun teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah Non
Probability Sampling dengan Pendekatan purposive Sampling. Kriteria pemilihan

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seluruh Provins di pulau Sumatera yang mengeluarkan laporan keuangan
dari tahun 2012-2017.

b. Seluruh Provins yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di
situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari
tahun 2012-2017.

c. Provins yang bukan merupakan hasil pemekaran wilayah dari tahun 2012-

2017.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB) diperoleh dengan cara
mengunduh di website Badan Pusat Statistik (BPS), investasi yakni Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diperoleh dari website Badan Kordinasi
Penanaman Modal (BKPM) ,jumlah tenaga kerja tingkat Provins di pulau
sumatera diperolen dengan cara mengunduh di website Badan Pusat Statistik

Nasional dan Daerah (www.bps.go.id). Sedangkan data pengeluaran pemerintah
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tingkat provins diunduh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah software
Eviews 9. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2007

kemudian diolah melalui Softwere Eviews 9.1.

D. Operasional Variabe Pendlitian

Variabel yang digunakan dalam pendlitian ini terdiri dari:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (EG).
Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan melalui nila
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2010) tingkat
Provins di pulau Sumatera periode 2012-2017. Penulis menggunakan perhitungan
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 karena pengaruh perubahan harga atau
inflasi telah dihilangkan sehingga lebih menggambarkan perekonomian secarariil.
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 digunakan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun.
Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi

(Sukirno, 2010):

Pertumbuhan Ekonomi= (PDRB tahun berjalan-PDRB tahun sebelumnya) x 100%

PDRB tahun sebelumnya
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah tanpa memperhatikan
kepemilikan asal faktor produks atas barang dan jasa tersebut. Menurut Badan

Pusat Statistik, salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB suatu wilayah
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dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran dimana PDRB merupakan nilai
barang dan jasa akhir yang digunakan oleh pel aku-pelaku ekonomi untuk kegiatan
konsumsi, investasi, dan ekspor. Komponen pengeluaran atau penggunaan PDRB
ini terdiri dari:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

b. Pengeluaran konsumsi pemerintah

c. pembentukan modal tetap domestik bruto

d. perubahan inventori

e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (L), Initial

Growth (1G 1), serta pengeluaran Pemerintah (GE).

a. Pendapatan Adli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rasio realisasi Pendapatan Adli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
untuk 10 (sepuluh) provins di pulau sumatera pada periode 2012-2017 dalam

presentase (%).

b. Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN)

Variabel penanaman Modal Dalam Negeri yang digunakan dalam penelitian ini

adalah rasio redisas Penanaman Moda Dalam Negeri terhadap Produk
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Domestik Regiona Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 yang
diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) untuk 10 (sepuluh) provinsi dipulau

Sumatera pada periode 2012-2017 dalam presentase (%).

c. Initial Growth

Initial Growth merupakan data pertumbuhan ekonomi yang diambil dari satu
tahun sebelum tahun penelitian. Data ini diperoleh dari badan pusat statistik
(BPS), dan merupakan data sekunder yang merupakan kombinasi antara data
runtut waktu (time series) dengan lintas waktu individu (cross section ) di 10
(sepuluh) provins pulau sumatera selama priode 2012-2017 daam satuan

persentase.

d. Tenagakerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan dan penduduk
yang telah memasuki usia kerja (working age population). Variabel tenaga kerja
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data rasio penduduk
dengan umur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk (EPR)
yang termasuk dalam angkatan kerja. Data ini diperoleh dari badan pusat statistic
(BPS) untuk 10 (sepuluh) provinsi di pulau sumatera pada periode 2012-2017

dalam satuan presentase (%).

e. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
rasio realisas pengeluaran pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan
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Keuangan (DJPK) untuk 10 (sepuluh) provinsi dipulau Sumatera pada priode

2012-2017 delam satuan prsentase (%).

E. Mode dan Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis dengan model ekonomi Levine and Renelt

(1992) yakni sebagai berikut:

Y=Bii+BnM+BrZ e (3UD)
Dimana:
Y = Pertumbuhan Ekonomi
I = Variabel Fungsi Pertumbuhan
M = Variabel Minat Peneliti
4 = Variabel pendukung atas Variabel Minat Pendliti
= Error Term

M

B; Bmdan B, = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi,
kemudian model diatas ditransformasikan kedalam model
persamaan regresi data panel sebagai berikut:

EGit = Bo+ B1PADit+ Bo2PMDNit + BaLit + B4GEit + BsEGita+ Hit .......... (3.2)
Keterangan:

EG = Pertumbuan Ekonomi (persen)

PAD = Pendapatan Adli Daerah (persen)

PMDN = Penanaman Modal Asing Langsung (persen)

L = Tenaga Kerja (persen)

GE = Pengeluaran Pemerintah (persen)

EG.1 = initial Growth (persen)

[ =1, 2,...n, menunjukan jumlah lintas individu (cross
section)

t =1, 2,...t, menunjukan dimensi runtut waktu (time series)
Bo = Konstanta (inter cept)

B1 B2 B3 Padan Bs = Koefisen Regresi
H = Error Term
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F. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data Pan€l

Data panel adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (provinsi) pada
sebuah periode waktu tertentu. Data panel merupakan gabungan dari data deret
waktu (time series) dan data kerat lintang (cross section). Simbol yang digunakan
adalah runtut periode observasi, sedangkan adalah unit cross-section yang
diobservasi. Proses pembentukan data pane addah dengan cara
mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat lintang sehingga
terbentuklah suatu kumpulan data. Jika jumlah periode observasi sama banyaknya
untuk tiap-tigp unit cross-section maka dinamakan balanced panel. Sebaliknya
jika jumlah periode observas tidak sama untuk tiap-tiap unit cross-section maka
disebut unbalanced panel (Widarjono, 2013).

2. Estimasi Model Panel

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi

dengan data panel. Tiga macam pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Common Effect Model (CEM)

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan
hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya
menggambungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu
maka kita bisa menggunakan metode PLS untuk mengestimasi model data panel.
Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak
memperhatikan dimens individu maupun waktu (Widarjono, 2013) Adapun

bentuk utama dari Common Effect Model adalah sebagai berikuit:
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Yit=at BiX1lit+ f2X2it+ F3X 3it+ B4X4it+eit

Untuk i=1, 2,.....Ndant=12.... T.

Dimana N adalah jumlah Unit Cross Section (daerah)) dan T adalah jumlah
periode waktu. Dengan mengasumsikan komponen error dalam pengolahan
kuadrat terkecil biasa, kita dapat melakukan proses estimasi secara terpisah untuk

setiap unit cross sectionnya

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan
dikenal dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah
teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap
adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya
perbedaan intersep, namun intersepnya sama antar waktu. Disamping itu, model
ini mengasumsikan bahwa koefisien regres tetap antar perusahaan dan antar
waktu. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik Least Squares Dummy

Variables (LSDV) (Widarjono, 2013).

c. Random Effect Model (REM)

Dimasukkannya variabel dummy didalam model fixed effect bertujuan untuk
mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga
membawa konsekuensi dengan berkurangnya dergat kebebasan (degree of
freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini
dapat diatas dengan menggunakan variabel gangguan (error term) dikena

sebagal metode random effect. Dalam menjelaskan random effect, parameter-
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parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam

error (Widarjono, 2013).
3. Pemilihan Moddl Regresi

Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien
Slope dan intersepsi yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode
waktu. Oleh karena itu, asumsi intersepsi, slope, dan error-nya perlu dipahami
karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan
tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga
diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, semakin
kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode seperti
pendekatan common effect Model, fixed effect Model, dan random effects Model
(Widarjono, 2013). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan menghasilkan
beberapa kemungkinan yang menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi
dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:
3.1. Uji Chow

Pengujian yang pertama adalah untuk memilih teknik analisis yang akan
digunakan paling baik di antara model fixed effect dan Ordinary Least Square.
Untuk melakukan pengujian tersebut dengan melihat koefisien determinasi (R?)-
dan nila DW- datistic. Nila yang tinggi dari dua pengujian tersebut akan
mengindikasikan pemilihan model terbaik , apakah menggunakan metode Pooled
Least Sgquare (PLS) atau Fixed Effect (FEM) adapun hipotesis yang akan

digunakan adal ah sebagai berikut:
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Ho : Model Common Effect ................oooeeeel. .(menerima Ho)

Ha: Model Fixed Effect ... (menolak Hy)

Apabila F-stat > F-tabel maka Hp ditolak dan dapat dissimpulkan bahwa model
fixed effect lebih baik dari pada model common effect. Sebaliknya apabila F-stat <
F-tabel maka Hp diterima dan dapat dissmpulkan bahwa model common effect

lebih baik dari pada model fixed effect.

3.2 Uji Hausman

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang
paling baik di antara model random effect dan model fixed effect untuk digunakan
dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan
melakukan uji Hausman. Cara memilih yang terbaik dalam uji Hausman yaitu
dengan melihat chi square Satistic dengan degree of freedom (df=k), dimana k
adalah jumlah koefisien yang diestimasi. Jika pada pengujian menunjukan
hasilnya signifikan artinya menolak Hy, artinya metode yang dipilih adalah Fixed
Effect dan sebaliknya, jika tidak singnifikan maka model yang terbaik adalah
Random Effect. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : Moddl Random Effect  ....................... (Menerima Ho)
Ha: Model Fixed Effect ...l (Menolak Ho)

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (eviews 9), apabila nilai chi
square statistik/hitung > chi-square tabel dan p-value signifikan (P-value < a)
maka Hy ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah fixed

effect, sebaliknya apabila nilai chi-square statistik/hitung < chi square tabel dan
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P-value > a maka H, diterima dan dapat dissmpulkan bahwa model yang lebih

baik adalah random effect.

3.3 Uji Lagrange Multiplier

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu
pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima Hp, selanjutnya
dilakukan pengujian yang dinamakan Uji Lagrange Multiplier (LM) yang disebut
juga Breusch-Pagan Random Effect. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka
pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih
teknik analisis model mana yang akan digunakan paling baik di antara model
common effect dan model random effect. Hipotesis yang digunakan dalam

pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Model Tidak ada Random Effect.....(menerima Hy)

Ha: Model Random Effect.................. .(Menolak Ho)

Hasil uji Lagrange Multiplier akan dilihat nilai statistik chi-square hasil olahan
data eviews. Apabila nilai dari uji Lagrange Multiplier nilainya lebih besar
daripada nilai kritis statistik chi-squares, maka Hy ditolak. Dengan kata lain akan
digunakan model random effect karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari
hasil Uji Lagrange Multiplier berada dibawah nilai kritis statistik chi-square maka
Ho diterima. Jika Ho diterima maka dapat diambil kesmpulan lebih baik

menggunakan model random effect.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi

berganda (Multiple Regression Analysis) dengan menggunakan program Eviews
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9. Andisis Regres linier berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Mode dalam

penelitian ini adalah:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji hipotesis (uji statistik t ), uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa
jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi
variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Apabilat-hitung lebih besar dari
t-tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen
secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen. Namun jika t-hitung lebih rendah dari t-tabel maka Ho
diterima dan H, ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendlitian ini
menggunakan tingkat sSignifikanss parameter individual pada tingkat
kepercayaan 99%, dengan dergjat kebebasan (df = (n-k)). Pengujian ini
berdasarkan pada nilai yang bernilai positif dan negatif. Kriteria pengujiannya
adal ah sebagai berikut:

Ho ditolak dan Haditerima, jika t-hitung > t-tabel ; t-hitung < t-tabel

Ho diterima dan Haditolak, jikat-hitung < t-tabel ; t-hitung> t-tabel

Hipotesis 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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H, : Bl < O artinya tidak terdapat pengaruh singnifikan antar Pendapatan Adli

Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi

Hi : Bl > O terdapat pengaruh positif antar variabel Pendapatan Adli Dagrah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

H, : B2 < 0 artinya tidak terdapat pengaruh singnifikan antar penanaman modal
dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi
H., : B2 > 0 terdapat pengaruh positif antar penanaman modal dalam negeri

terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 3

TenagaKerja

Hs: B3 < 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar tenaga kerja terhadap
pertumbuhan Ekonomi

Hs: B3 > 0 terdapat pengaruh positif antar tenaga kerja terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Hipotesis 4

initial growth

Hs @ B4 < artinya O tidak terdapat pengaruh signifikan antar initial growth
terhadap pertumbuhan Ekonomi

Hs: B4 > 0 terdapat pengaruh positif antar initial growth terhadap Pertumbuhan

Ekonomi
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Hipotesis 5

Pengeluaran Pemerintah

Hs : B5 < 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi

Hs : B5 > O terdapat pengaruh positif antar pengeluaran pemerintah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

(Vji statistik F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk

mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai

pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian

hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99% dan dengan dergat kebebasan (df

1=(k-1)) dan (df 2 = (n-k-1)). Adapun hipotesis yang dirumuskan adal ah:

Ho: seluruh variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Ha: seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Koefisien determinasi (Adjusted R?) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati,
2012). Nilai kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen amat terbatas. Nilai adjusted R® yang mendekati satu berarti
menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua

infformasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan bila
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adjusted R’ mendekati nol maka semakin lemah variabel independen

menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil andlisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai
Berikut :

1. Pendapatan Adli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
Tenaga Kerja (L) dan Initial Growth (EGt-;). berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 (sepuluh) provins di pulau
Sumatera periode 2012-2017. Hasil ini sesua dengan hipotesis yang
digukan, Sedangkan Pengeluaran Pemerintah (GE) tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EG)

2. Pendapatan Adli Daerah (PAD), Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN),
Tenaga Kerja (L), Pengeluaran Pemerintah (GE) dan Initial Growth (EGt-1)
secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10

(sepuluh) provins di pulau sumatera periode 2012-2017.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam pendlitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali pengeluaran pemerintah masing-
masing provinsi, khususnya di 10 (sepuluh) Provinsi di Pulau Sumatera
yang ada pada pendlitian ini. Apakah pengeluaran pemerintahnya sudah

tepat kepada pos-pos yang akan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
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pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah seperti  belanja
pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan sarana dan prasarana lainnya
serta pemerintah sebaiknya mengawasi penggunaan APBD/APBN agar dana
tersebut dapat digunakan secara economis, efektif dan efisien terhadap
realisasi anggarannya.

. Pemerintah sebaiknya dalam melakukan pembangunan ekonomi di setiap
provins: yang ada di Pulau Sumatera pemerintah harus melihat kondis
geografis dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing provinsi agar
pembangunan tersebut mendukung aktivitas-aktivitas para pelaku ekonomi
yang dapat menaikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kepastian hukum terkait dengan
investasi, dan memberikan kemudahan dalam hal perizinan kepada investor
asing maupun domestic sehingga para investor tertarik berinvestasi di
Indonesia khususnya di 10 (sepuluh) Provins di Pulau Sumatera
Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

. Pemerintah sebalknya menciptakan perluasan lapangan kerja baru
khususnya melalui program vokasi dalam mengatas jumlah angkatan kerja
yang semakin meningkat, melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja
serta meningkatkan keterempilan dan  kesgahteraan perkerja seperti
pelatihan teknologi kepada angkatan kerja khususnya para angkatan kerja
informal di 10 (sepuluh) provins di pulau sumatera yang memada untuk
mendukung produktivitas yang akan berdampak pada pertumbuhan

ekonomi.
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5. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kembali pendapatan masing-
masing daerah melalui intensifikasi dan extensifikas penerimaan pajak |,
khususnya di 10 (sepuluh) provins di pulau Sumatera yang ada pada
penelitian ini. Apakah pendapatan daerah sudah tepat digunakan kepada
pos-pos yang akan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah
sebaiknya lebih memperhatikan lagi kebijkaan sumber-sumber pendapatan
daerah sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut dan digunakan untuk membangun sarana dan
prasana yang memadai untuk menarik investor asing maupun domestik
untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

wilayah tersebut.
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